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SAMBUTAN 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud nyata tanggung jawab 
akademik perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi 

atas persoalan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya 
yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks tersebut, 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Universitas Trunodjoyo Madura 
terus melakukan penguatan sistem dan kebijakan agar 
program pengabdian tidak hanya bersifat seremonial, 
tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang 
terukur dan berkelanjutan. 

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 
Tahun 2026 ini disusun sebagai instrumen pengendali 
mutu, sekaligus kerangka operasional dalam 

memastikan setiap tahapan program—mulai dari 
seleksi proposal, pelaksanaan kegiatan, hingga validasi luaran—berjalan sesuai 
standar akademik dan regulasi yang berlaku. Penekanan utama pada edisi ini 
adalah peningkatan kualitas substansi program, relevansi solusi terhadap 
kebutuhan mitra, serta konsistensi antara perencanaan, penggunaan anggaran, 
dan capaian luaran. 

LPPM juga mendorong agar setiap program pengabdian mampu 
memperkuat kolaborasi multipihak, mendukung capaian kinerja institusi, serta 
meningkatkan rekognisi akademik dosen melalui publikasi dan luaran inovatif. 
Dengan tata kelola berbasis sistem informasi dan mekanisme monitoring yang 
lebih terstruktur, diharapkan pengabdian kepada masyarakat di Universitas 
Trunodjoyo Madura semakin profesional, kredibel, dan berdampak luas. 

Kami mengajak seluruh dosen untuk memanfaatkan panduan ini secara 
optimal dan menjadikannya pijakan dalam menghasilkan program pengabdian 
yang unggul dan berdaya saing. 

 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Bangkalan, Maret 2026 
Iskandar Dzulkarnain 
Kepala LPPM 
Universitas Trunodjoyo Madura 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 
Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026 ini 

dapat disusun dengan baik. Panduan ini merupakan 
pedoman resmi bagi dosen dalam merencanakan, 
mengusulkan, melaksanakan, serta melaporkan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 
lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura. 

Buku ini disusun sebagai bentuk komitmen 
institusi dalam mewujudkan tata kelola pengabdian 
yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada 
dampak. Program pengabdian diarahkan sebagai 
hilirisasi hasil penelitian dan penerapan inovasi 
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, 
kegiatan pengabdian diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, 
dan keberlanjutan pemberdayaan mitra. 

Edisi Tahun 2026 menekankan integrasi dengan Indikator Kinerja Utama 
(IKU) perguruan tinggi, peningkatan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), 
penguatan luaran publikasi dan Kekayaan Intelektual (KI), serta optimalisasi 
pengelolaan berbasis sistem informasi. Ketentuan penggunaan anggaran juga 
ditegaskan agar sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) dan prinsip 
akuntabilitas. 

Tim Penyusun berharap panduan ini menjadi rujukan yang jelas dan 
operasional dalam menghasilkan program pengabdian yang berkualitas dan 
berdampak nyata bagi masyarakat. 
 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Bangkalan, Maret 2026 
M. Latif 
Tim Penyusun 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang 

Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) menerapkan paradigma kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian 
permasalahan mitra secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan. 
Program pengabdian tidak hanya memiliki sasaran tunggal, tetapi diarahkan 
pada penguatan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi multipihak yang 
melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha dan 
dunia industri (DUDI). Pendekatan ini menempatkan kegiatan pengabdian sebagai 
program pemberdayaan berbasis kemitraan masyarakat yang mampu 
menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk hilirisasi hasil 
penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi unggulan 
perguruan tinggi yang diimplementasikan secara langsung untuk menjawab 
kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Melalui paradigma tersebut, UTM 
memfasilitasi sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, 
khususnya pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud kontribusi nyata 
keilmuan bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Keberlanjutan program pengabdian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, 
kemandirian, dan kesejahteraan mitra secara berkelanjutan, sekaligus 
memberikan kontribusi strategis terhadap kemajuan bangsa.  

B. Pelaku dan Peran  

1) Tim Pelaksana adalah sekelompok dosen penerima pendanaan program 
pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawabatas 
pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

2) Mitra sasaran merupakan kelompok masyarakat atau kelompok lain yang 
memiliki aktivitas produksi, manajemen, dan pemasaran yang ditetapkan 
sebagai sasaran utama sekaligus penerima manfaat dalam pelaksanaan 
program pengabdian kepada masyarakat. 

3) Desa binaan adalah desa yang bekerjasama dengan UTM sebagai mitra 
tetap dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang 
dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan 
masyarakat desa. 

4) Mitra luar negeri merupakan desa, komunitas, organisasi nonpemerintah 
(NGO), atau kelompok masyarakat yang berkedudukan di luar Indonesia 
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dan menjadi mitra kerja sama Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) dalam 
pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. 
 

C. Ketentuan Pengusulan dan Pelaksanaan  

1. Setiap dosen Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) dapat mengajukan 
paling banyak 2 (dua) usulan pada seluruh skema program pengabdian 
kepada masyarakat, dengan ketentuan: 

• satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota; atau 
• dua usulan sebagai anggota pelaksana. 

2. Dosen yang sedang menjadi ketua pelaksana program pengabdian 
kepada masyarakat pada tahun berjalan tidak diperkenankan mengajukan 
usulan baru sebagai ketua pada tahun yang sama, namun tetap 
diperbolehkan mengajukan 1 (satu) usulan sebagai anggota. 

3. Tim pengusul yang masih memiliki tanggungan luaran wajib pada program 
pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan LPPM UTM maupun 
sumber pendanaan sebelumnya tidak diperkenankan mengajukan usulan 
baru, baik sebagai ketua maupun anggota. 

4. Dosen yang: 
• tidak mengunggah laporan akhir sesuai batas waktu yang ditetapkan; 
• masih memiliki kewajiban luaran yang belum terpenuhi; 
• memperoleh pendanaan ganda; 
• tidak mengunggah luaran wajib; 
• memiliki status luaran tidak valid; atau 
• terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan 

program. 
tidak diperkenankan mengajukan usulan program pengabdian kepada 
masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota pelaksana. 

5. Kegiatan wajib melibatkan mahasiswa yang memiliki Nomor Induk 
Mahasiswa (NIM) dan berstatus aktif di PDDIKTI. Legalitas mahasiswa asing 
dibuktikan dengan adanya kesepakatan kerja sama antara 
Universitas/Fakultas di UTM dengan perguruan tinggi luar negeri. 

6. Aktivitas mahasiswa dapat direkognisi sebagai bagian dari program 
Pembelajaran di Luar Program Studi maksimal 20 SKS per mahasiswa sesuai 
dengan skema pengabdian, yang dibuktikan dengan surat keterangan 
rekognisi yang sah. 

7. Program mendukung transformasi pendidikan tinggi dengan mengacu 
pada capaian minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Perguruan Tinggi, serta secara konkret berkontribusi pada beberapa 
indikator strategis, yaitu IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus), IKU 5 
(Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi 
Internasional), IKU 7 (Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif), IKU 8 (Program 
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Studi Berstandar Internasional), dan IKU 11 (yang disesuaikan dengan 
pengembangan indikator institusi).  

8. Program juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa 
Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan 
SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). 

9. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di wilayah Pulau Madura 
dengan jarak maksimal 200 km dari UTM, kecuali Pengabdian di luar negeri. 

10. Alokasi anggaran untuk penerapan teknologi dan inovasi minimal sebesar 
50% (lima puluh persen) dari total dana yang diajukan, termasuk belanja 
yang berkaitan dengan instalasi teknologi dan inovasi. 

11. Pengusul wajib melampirkan Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan, yang 
menyatakan bahwa program bersifat orisinal dan belum pernah 
memperoleh pendanaan dari sumber lain, baik dari aspek judul, ide, 
maupun lokasi kegiatan (Lampiran Panduan Pengabdian). 

12. Pengajuan usulan dilakukan melalui SIMPELMAS UTM pada laman: 
https://simpelmas.trunojoyo.ac.id dan harus memperoleh persetujuan dari 
pimpinan LPPM UTM. 

13. Tim pelaksana wajib menyusun dan mengunggah: 
• catatan harian (logbook); 
• laporan kemajuan; 
• laporan penggunaan anggaran tahap 80% dan 100%; 
• laporan akhir; serta 
• seluruh dokumen dan luaran wajib 

sesuai format dan jadwal yang ditetapkan oleh LPPM UTM. 
14. Seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan wajib disimpan oleh tim pelaksana 

sebagai arsip dan bukti pendukung, termasuk dalam pengajuan Kekayaan 
Intelektual (KI). 

15. Pelaksana pengabdian wajib menyusun laporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 
anggaran berjalan, peraturan perpajakan, serta ketentuan penggunaan 
anggaran yang berlaku pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat UTM. 

16. Ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi 
(corresponding author) pada seluruh luaran program pengabdian kepada 
masyarakat. 

17. Seluruh luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib 
mencantumkan sumber pendanaan, yaitu: Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunodjoyo Madura, 
beserta tahun pendanaan pada bagian acknowledgment atau sumber 
dana dalam setiap bentuk luaran, baik publikasi ilmiah, media massa, 
makalah seminar, video. 

https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/
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18. LPPM Universitas Trunodjoyo Madura melaksanakan kegiatan monitoring 
dan evaluasi (monev) internal terhadap seluruh pelaksanaan program 
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sistem penjaminan mutu 
yang berlaku di UTM. 

19. Dokumen template dapat diunduh di laman  
https://simpelmas.trunojoyo.ac.id. 

  

https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/
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BAB II 
SKEMA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Skema program pengabdian kepada masyarakat UTM terdiri dari Skema 
Kemitraan Trunodjoyo Mandiri (KTM), Skema Trunodjoyo Mengabdi untuk Negeri 
(TMN), Trunodjoyo International Community Service Scheme (TICS), Skema Desa 
Binaan Trunodjoyo (DBT). 

A. Skema Kemitraan Trunodjoyo Mandiri (KTM)  

1. Ketentuan dan Persyaratan TIM 
a) Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan penguatan 

produksi, manajemen dan pemasaran mitra sasaran. 
b) Durasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama 

6 (enam) bulan dan/atau dalam tahun anggaran pengusulan yang 
sama, terhitung sejak penandatanganan kontrak  

c) Usulan dana ke LPPM maksimal Rp15.000.000. 
d) Tim pelaksana maksimal dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua 

anggota);  
e) Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional 

akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score overall minimal 
50 untuk bidang saintek, dan 25 untuk soshum dan seni;  

f) Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) 
kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai 
dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi 
dengan perguruan tinggi lain.  

g) Tim pelaksana pengabdian adalah dosen UTM yang mempunyai Nomor 
Induk Dosen Nasional (NIDN) berstatus aktif di Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan memiliki ID SINTA serta tidak sedang 
dalam tugas belajar/izin belajar sebagai ketua atau anggota, dosen 
dengan status kontrak atau belum ber NIDN sebagai anggota. 

h) Tim Melibatkan minimal 3 (Tiga) mahasiswa 
 

2. Mitra Sasaran 
a) minimal 1 (Satu) Kelompok masyarakat yang produktif secara 

ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok 
industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, 
kelompok petani, kelompok peternak, atau dapat berupa industri 
rumah tangga UMKM/UKM yang setiap anggotanya memiliki karakter 
produktif secara ekonomis. dan sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun 
dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota/karyawan di luar 
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anggota keluarga, yang disertakan dengan pernyataan jumlah 
keanggotaan/karyawan. 

 
b) Tidak ada hubungan keluarga pengusul pengabdian 

 
3. Luaran 

a) Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif 
sesuai kelompok masyarakat. level yang dimaksud meliputi level 
Produksi/level Manajemen/level Pemasaran/level Sosial 
Kemasyarakatan di mana di dalamnya terdapat rincian hasil 
kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan.  

b) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal pengabdian 
terindeks SINTA dengan status published.  

c) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik,  
d) Karya audio visual berbentuk video.  
e) Rekognisi 3 (Tiga) mahasiswa menjadi bagian dari Pembelajaran di Luar 

Program Studi 10 SKS/mahasiswa yang dalam pelaksanaannya 
dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah. 

 
Luaran tambahan  
a) Produk ber KI/ bersetifikat halal yang kontekstual dengan hasil 

implementasi serta relevan dengan kegiatan (metode/sistem, 
pengembangan teknologi dan inovasi, dll). dan/atau 

b) Buku ber-ISBN. 
 
 

B. Skema Trunodjoyo Mengabdi untuk Negeri (TMN)  

1. Ketentuan dan Persyaratan TIM 
a) Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam 

pemberdayaan desa binaan yang telah menjalin kerja sama. 
b) Durasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama 

6 (enam) bulan dan/atau dalam tahun anggaran pengusulan yang 
sama, terhitung sejak penandatanganan kontrak  

c) Usulan dana ke LPPM maksimal Rp 20.000.000. 
d) Tim pelaksana terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota);  
e) Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional 

akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score overall minimal 
50 untuk bidang saintek, dan 25 untuk soshum dan seni;  

f) Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) 
kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai 



 

 7 

dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi 
dengan perguruan tinggi lain.  

g) Tim pelaksana pengabdian adalah dosen UTM yang mempunyai Nomor 
Induk Dosen Nasional (NIDN) berstatus aktif di Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan memiliki ID SINTA serta tidak sedang 
dalam tugas belajar/izin belajar sebagai ketua atau anggota, dosen 
dengan status kontrak atau belum ber NIDN sebagai anggota. 

h) Tim Melibatkan minimal 5 (Lima) mahasiswa. 
 

2. Desa Binaan  
Desa Binaan yang dimaksud adalah desa binaan yang ada dalam 
Keputusan Rektor Universitas Trunodjoyo Madura Nomor 
B/481/UN46/HK.02/2025 Tentang Penetapan Desa Binaan Universitas 
Trunodjoyo Madura Tahun 2025. 
 

3. Luaran  
a) Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh desa di mana di 

dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level penyelesaian yang 
ditargetkan.  

b) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal pengabdian 
terindeks SINTA dengan status published.  

c) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik,  
d) Karya audio visual berbentuk video.  
e) Rekognisi 5 (lima) mahasiswa menjadi bagian dari Pembelajaran di Luar 

Program Studi 20 SKS/mahasiswa yang dalam pelaksanaannya 
dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah. 
 

Luaran tambahan  
a) Produk ber KI/ bersetifikat halal yang kontekstual dengan hasil 

implementasi serta relevan dengan kegiatan (metode/sistem, 
pengembangan teknologi dan inovasi, dll). 

b) Buku ber-ISBN. 
 
 
C. Trunodjoyo International Community Service Scheme (TICS)  

1. Ketentuan dan Persyaratan TIM 
a) Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam 

pemberdayaan desa, komunitas, organisasi nonpemerintah (NGO), 
atau kelompok masyarakat yang berkedudukan di luar Indonesia. 

b) Diutamakan memiliki mitra pelaksana dari negara tujuan (Perguruan 
tinggi, organisasi kemasyarakatan atau lembaga lainnya) 
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c) Durasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama 
6 (enam) bulan dan/atau dalam tahun anggaran pengusulan yang 
sama, terhitung sejak penandatanganan kontrak  

d) Usulan dana ke LPPM maksimal Rp 65.000.000. 
e) Tim pelaksana maksimal terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua 

anggota);  
f) Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional 

akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score overall minimal 
150 untuk bidang saintek, dan 100 untuk soshum dan seni;  

g) Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) 
kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai 
dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi 
dengan perguruan tinggi lain.  

h) Tim pelaksana pengabdian adalah dosen UTM yang mempunyai Nomor 
Induk Dosen Nasional (NIDN) berstatus aktif di Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan memiliki ID SINTA serta tidak sedang 
dalam tugas belajar/izin belajar sebagai ketua atau anggota, dosen 
dengan status kontrak atau belum ber NIDN sebagai anggota. 

i) Tim Melibatkan minimal 1 (Satu) mahasiswa. 
 

2. Mitra sasaran  
Yaitu desa, komunitas, organisasi nonpemerintah (NGO), lembaga 
pendidikan atau kelompok masyarakat yang berkedudukan di luar 
Indonesia. 
 

3. Luaran  
a) Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra di mana di 

dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level penyelesaian yang 
ditargetkan.  

b) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal pengabdian 
terindeks SINTA 4 dengan status published.  

c) 2 (Dua) artikel publikasi berupa berita pada media massa 
cetak/elektronik,  

d) Karya audio visual berbentuk video.  
e) Draf hasil kerja sama yang meliputi Memorandum of Understanding 

(MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementation 
Arrangement (IA). 

f) Rekognisi 1 (Satu) mahasiswa menjadi bagian dari Pembelajaran di Luar 
Program Studi 10 SKS/mahasiswa yang dalam pelaksanaannya 
dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah. 
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Luaran tambahan  
a) Produk ber KI/ bersetifikat halal yang kontekstual dengan hasil 

implementasi serta relevan dengan kegiatan (metode/sistem, 
pengembangan teknologi dan inovasi, dll). 

b) Buku ber-ISBN.  
 
 
D. Skema Desa Binaan Trunodjoyo (DBT)  

1. Ketentuan dan Persyaratan TIM 
a) Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan penguatan 

produksi, manajemen dan pemasaran mitra sasaran. 
b) Durasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat 

multiyears (dua tahun anggaran) yang dilaksanakan secara 
berkelanjutan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah 
direncanakan, terhitung sejak penandatanganan kontrak  

c) Usulan dana ke LPPM maksimal Rp 50.000.000. 
d) Tim pelaksana terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota);  
e) Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional 

akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score overall minimal 
200 untuk bidang saintek, dan 150 untuk soshum dan seni;  

f) Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) 
kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai 
dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi 
dengan perguruan tinggi lain.  

g) Tim pelaksana pengabdian adalah dosen UTM yang mempunyai Nomor 
Induk Dosen Nasional (NIDN) berstatus aktif di Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan memiliki ID SINTA serta tidak sedang 
dalam tugas belajar/izin belajar sebagai ketua atau anggota, dosen 
dengan status kontrak atau belum ber NIDN sebagai anggota. 

h) Tim Melibatkan minimal 5 (Lima) mahasiswa 
 

2. Mitra Sasaran 
Desa Binaan yang dimaksud adalah desa binaan yang ada dalam 
Keputusan Rektor Universitas Trunodjoyo Madura Nomor 
B/481/UN46/HK.02/2025 Tentang Penetapan Desa Binaan Universitas 
Trunodjoyo Madura Tahun 2025. 
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3. Luaran  

a) Luaran tahun pertama : 
1) satu purwarupa yang telah diuji di lingkungan sebenarnya yang 

terbatas dan didaftarkan kekayaan intelektualnya yang relevan. 
2) 1 (Satu) artikel publikasi berupa berita pada media massa 

cetak/elektronik, 
 
 

b) Luaran tahun kedua: 
1) satu purwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan, 
2) Laporan feasibility study produk yang dikembangkan berisi analisis 

kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. 
3) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal pengabdian 

terindeks SINTA  dengan status published.  
4) 1 (Satu) artikel publikasi berupa berita pada media massa 

cetak/elektronik,  
5) Rekognisi 5 (Lima) mahasiswa menjadi bagian dari Pembelajaran di 

Luar Program Studi 20 SKS/mahasiswa yang dalam 
pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi 
yang sah. 
 

Luaran tambahan  
a) Produk ber KI/ bersetifikat halal yang kontekstual dengan hasil 

implementasi serta relevan dengan kegiatan (metode/sistem, 
pengembangan teknologi dan inovasi, dll). 

b) Buku ber-ISBN. 
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BAB III 
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN 

 
Pelaksanaan penggunaan anggaran pada Program Pengabdian kepada 

Masyarakat (Abdimas) wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan serta regulasi keuangan yang berlaku, dan mengikuti rambu-rambu 
yang telah ditetapkan dalam Panduan Program Abdimas. 

Ketentuan penggunaan anggaran Program Abdimas meliputi: 

1. Pembiayaan program Abdimas mengacu pada Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) sesuai tahun 
anggaran yang berlaku. 

2. Tata cara pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, dengan menerapkan prinsip transparansi, 
efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. 

3. Pelaksana Abdimas dalam proses pembelian barang maupun penyusunan 
laporan pertanggungjawaban keuangan wajib mematuhi seluruh 
ketentuan perpajakan yang berlaku. 

4. Seluruh dana Program Abdimas sebagaimana tercantum dalam Kontrak 
Pendanaan digunakan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana. 

5. Seluruh pengeluaran pada setiap komponen biaya dilaksanakan 
berdasarkan prinsip at cost, yaitu sesuai dengan pengeluaran riil yang 
dibuktikan melalui dokumen transaksi yang sah. 

6. Pelaksana Abdimas wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta 
laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang didukung oleh 
bukti pengeluaran yang sah dan dapat diverifikasi, sekurang-kurangnya 
memuat: 
• nama perusahaan/toko penyedia; 
• nomor bukti transaksi; 
• tanggal transaksi; 
• nama dan jenis barang/jasa; 
• jumlah dan harga satuan barang; 
• total nilai transaksi; 
• nama pembeli; 
• stempel perusahaan/toko; dan/atau 
• meterai pada setiap kuitansi atau nota sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Komponen biaya dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada 
Masyarakat selanjutnya mengacu pada ketentuan sebagai berikut: 

1. Komponen Biaya Upah dan Jasa 
Komponen biaya upah dan jasa yang dapat diajukan maksimal 

sebesar 10% (sepuluh persen) dari total dana usulan kegiatan. Komponen 
biaya upah dan jasa tidak diperuntukkan bagi tim pelaksana, mahasiswa 
yang terlibat dalam program Pembelajaran di Luar Program Studi, maupun 
mitra sasaran. Anggaran ini hanya dialokasikan bagi tenaga kerja lapangan 
dan tenaga nonakademik yang mendukung pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. Perincian komponen upah dan jasa wajib 
mencantumkan nama tenaga kerja, jumlah keterlibatan, serta posisi atau 
tugas yang dilaksanakan, guna menghindari terjadinya duplikasi 
pembayaran. Besaran pembayaran upah dan jasa mengacu pada Standar 
Biaya Masukan (SBM) yang berlaku. Pertanggungjawaban penggunaan 
anggaran pada komponen ini wajib dilengkapi dengan bukti pembayaran 
riil (kwitansi) yang sah. 

 
Adapun ketentuan komponen biaya upah dan jasa adalah sebagai 

berikut: 
a) Tidak diperkenankan pemberian uang lembur maupun uang makan 

tambahan kepada tenaga kerja yang telah menerima komponen biaya 
tersebut dalam rincian anggaran. 

b) Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 
tidak diberikan untuk kegiatan pengolahan data, surveyor, maupun 
biaya pengujian. 

c) Upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan, yaitu tenaga 
yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan 
kegiatan, ditetapkan sebesar Rp25.000,- per Orang/Jam (OJ), dengan 
ketentuan maksimal 3 (tiga) jam per hari dan paling lama 20 hari kerja 
dalam satu bulan. 

d) Upah pembantu lapangan, yaitu tenaga yang melaksanakan tugas 
lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus, ditetapkan sebesar 
Rp80.000,- per Orang/Hari (OH) dengan masa kerja maksimal 20 hari 
kerja dalam satu bulan. 

 

Larangan dan Perhatian 
Ada beberpa larangan dan yang perlu diperhatikan dalam 

Komponen Biaya Upah dan Jasa 

1) Pastikan komponen upah dan jasa diperincikan (mencantumkan nama, 
jumlah dan posisinya).  
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2) Perincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi 
penganggaran.  

3) Periode perekayasaan/pengerjaan kuantitas honorarium perlu 
disesuaikan dengan perkiraan mulainya program (6-8 bulan) hingga 
keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran.  

4) Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk upah pembantu 
teknis/ asisten pelaksana/pembantu lapangan.  

5) Komponen ini tidak diperuntukan untuk honorarium narasumber, 
pembawa acara, moderator, panitia, mc dan lain sejenisnya.  

6) Mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini; 
dan  

7) Tim pelaksana dilarang mencantumkan diri dalam komponen ini 

 

2. Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi 

Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi yang diajukan minimal 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana usulan kegiatan. 
Komponen biaya ini diperuntukkan khusus bagi teknologi dan inovasi yang 
diserahkan kepada mitra, termasuk proses instalasi teknologi dan inovasi 
tersebut. 

Komponen biaya ini tidak diperkenankan untuk pembelian lahan; 
pengadaan kendaraan operasional; renovasi ruang atau bangunan; 
pembelian laptop atau komputer; serta pembelian telepon atau telepon 
genggam. 

Seluruh alat dan bahan yang dibeli melalui komponen ini menjadi 
Barang Milik Negara (BMN) yang selanjutnya diserahkan kepada mitra 
sasaran. Setiap aset wajib diberi label sumber pendanaan Abdimas Mandiri 
LPPM Universitas Trunodjoyo Madura (UTM); mencantumkan logo UTM; dan 
dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST). 

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran wajib dilengkapi 
dengan kwitansi/nota/bukti pembayaran riil yang sah dari pihak ketiga, 
dapat diverifikasi, serta telah memenuhi kewajiban perpajakan. Bukti 
transaksi sekurang-kurangnya memuat: nama perusahaan/toko; nomor 
transaksi; tanggal transaksi; nama dan jenis barang; jumlah dan harga 
barang; total nilai transaksi; nama pembeli; stempel perusahaan/toko; 
dan/atau meterai sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan lebih lanjut komponen teknologi dan inovasi meliputi: 
1) Komponen biaya alat dan bahan ini diperuntukkan untuk:  

- Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku 
atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan 
perundang undangan yang berlaku.  
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- Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan 
mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

2) Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan 
dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar 
berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga 
Perkiraan Sendiri (HPS).  

3) Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di 
perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan. 

 
Larangan dan Perhatian 

Ada beberpa larangan dan yang perlu diperhatikan dalam 
Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi. 
1) Presentasi komponen anggaran ini dapat lebih dari 50%. 
2) Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan harus berasal dari 

pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim pelaksana dan tidak 
diperkenankan berasal dari perguruan tinggi.  

3) Pelaksana perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan 
beserta spesifikasi alatnya. Pelaksana yang mencantumkan satuan 
berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;  

4) Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi 
tidak diperbolehkan untuk hal-hal berikut: 
- pembelian tanah/lahan; 
- pembelian kendaraan operasional; 
- pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan; 
- pembelian komputer/laptop, hp, printer, kamera; 
- pembelian furnitur;  
- pembangunan sarana prasarana; 
- renovasi memperluas ruangan, konstruksi, dan sejenisnya ; 
- pembelian Binatang ternak. 

5) Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik 
negara yang diserahkan kepada mitra dan harus diberi label permanen 
pemberi dana dari Abdimas Mandiri LPPM UTM dan Logo UTM dan 
disertakan Berita Serah Terima Aset (BAST).  

6) Pengadaan barang pada komponen teknologi dan inovasi diutamakan 
berasal dari toko yang telah memiliki NPWP 

 

3. Komponen Biaya Pelatihan 

Komponen Biaya Pelatihan yang diajukan maksimal sebesar 20% 
(dua puluh persen) dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini 
mencakup penyelenggaraan kegiatan: workshop, lokakarya, Focus Group 
Discussion (FGD), pelatihan, seminar yang berkaitan dengan tahapan 
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pelaksanaan program serta bertujuan meningkatkan kualitas 
pembelajaran, kualitas produk unggulan, dan produktivitas proses produksi 
mitra, di luar biaya perjalanan, investasi teknologi/peralatan, dan bahan 
untuk mitra. 

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada komponen ini 
wajib menggunakan bukti transaksi riil yang sah dan dapat diverifikasi serta 
memenuhi ketentuan perpajakan. Bukti transaksi minimal memuat: nama 
perusahaan/toko; nomor transaksi; tanggal transaksi; nama dan jenis 
barang/jasa; jumlah dan harga; total pembayaran; nama pembeli; stempel 
penyedia; dan/atau meterai sesuai ketentuan. Dokumen kelengkapan 
pelaksanaan kegiatan pelatihan mengacu pada Lampiran Format 
Penggunaan Anggaran dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat DRTPM yang berlaku. 

Ketentuan pelaksanaan komponen biaya pelatihan sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan workshop, sosialisasi, FGD, dan kegiatan sejenis yang 
menggunakan ruang berbayar mengikuti batasan biaya sesuai Standar 
Biaya Masukan (SBM), termasuk komponen sewa ruang, konsumsi, 
kebersihan, dan fasilitas pendukung lainnya. 

b) Apabila kegiatan dilaksanakan pada lokasi yang tidak dikenakan biaya, 
seperti lingkungan kampus, balai desa, atau fasilitas mitra, maka biaya 
yang dapat diklaim hanya biaya konsumsi kegiatan. 

c) Biaya konsumsi makanan dan/atau kudapan disesuaikan dengan 
wilayah pelaksanaan kegiatan. 

d) Biaya kudapan dapat diberikan untuk kegiatan luring dengan durasi 
minimal 2 (dua) jam, sedangkan biaya makan diberikan untuk kegiatan 
luring dengan durasi minimal 4 (empat) jam. 

e) Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila 
kegiatan melibatkan peserta di luar tim pelaksana dan wajib melibatkan 
mitra sasaran. Kegiatan yang bersifat internal tanpa keterlibatan mitra 
tidak dapat dibebankan pada komponen anggaran ini. 

f) Seluruh kelompok biaya pelatihan bersifat at cost sesuai dengan bukti 
riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku. 
 

Larangan dan Perhatian 
Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan 

substansi kegiatan dan satuan Biaya Konsumsi wajib disesuaikan dengan 
jumlah peserta hadir dan tertera dalam daftar hadir serta disertakan 
dokumentasi kegiatan. 
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4. Komponen Biaya Perjalanan 

Komponen Biaya Perjalanan yang diajukan maksimal 15% dari total 
dana yang diusulkan. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk 
pelaksanaan program dan uang harian perjalanan atau uang saku 
perjalanan. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, 
penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah 
domisili/tempat bekerja tim pelaksana. Pertanggungjawaban pada 
komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan 
dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, 
nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya 
perjalanan, stempel perusahaan, dan merupakan tempat yang telah 
memenuhi ketentuan pajak.  

Komponen biaya perjalanan mengacu pada ketentuan sebagai 
berikut: 

1) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri.  
2) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi-

pulang.  
3) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota dapat 

digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra 
sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi. 

4) Satuan biaya uang harian dengan konsumsi/ rapat diluar kantor 
dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada 
mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang 
konsumsi.  

5) Satuan biaya uang harian dan uang saku tidak dapat diklaim secara 
bersamaan;  

6) Satuan biaya uang harian dan uang saku hanya dapat diklaim apabila 
tim dosen atau tim mahasiswa mengunjungi lokasi mitra sasaran. 

7) Satuan biaya uang harian luar kota dapat digunakan apabila tim 
pelaksana atau mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra tanpa 
mengeluarkan biaya konsumsi yang berada diluar provinsi lokasi 
perguruan tinggi. 

8) Satuan biaya perjalanan tim pelaksana saat melakukan kunjungan 
kepada mitra sasaran dapat berupa transport lokal atau transport antar 
kabupaten atau tiket pesawat/kereta/kapal sesuai tarif ekonomi;  

9) Pertanggungjawaban apabila menggunakan sewa kendaraan, wajib 
mencantumkan kuitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan 
lampiran foto mobil, stnk mobil dan KTP driver mobil;  

10) Satuan biaya transport lokal atau transport antar kabupaten atau sewa 
kendaraan tidak dapat diklaim secara bersamaan;  
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11) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri 
menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV.  

12) Satuan biaya penginapan dapat dikalim apabila pelaksana atau 
mahasiswa melakukan penginapan di lokasi mitra sasaran dikarenakan 
lokasi mitra sasaran berada pada lokasi yang keterbatasan akses; 

13) Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan bersifat at cost 
sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan maksimal pagu 
dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar 
Biaya Masukan yang berlaku. 

 
Larangan dan Perhatian : 
1) Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan teknologi 

dan inovasi yang diusulkan. 2) Perjalanan dinas yang dianggarkan 
pelaksana harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan 
inovasi dan reka cipta yang diajukan.  

2) Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan 
dengan peningkatan keberdayaan mitra.  

3) Komponen perjalanan tidak dapat digunakan untuk perjalanan 
manajemen program seperti monev.  

4) Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas 
dari pimpinan perguruan tinggi/LPPM/LPM, bukti perjalanan/ 
pertanggungjawaban.  

5) Perjalanan yang dianggarkan pelaksana hanya diperbolehkan untuk 
kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang 
telah diatur pada PMK yang berlaku.  

6) Satuan biaya perjalanan tidak diperkenankan untuk kepentingan 
monitoring dan evaluasi. 

 
5. Komponen Biaya Lainnya 

Komponen Biaya Lainnya maksimal 5% dari total dana yang diusulkan. 
Komponen biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. 
Komponen pembiayaan yang diperbolehkan hanya diperuntukkan untuk 
pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya. Ketentuan komponen 
biaya lainnya mengacu pada: 
1) Untuk luaran wajib KI berupa hak cipta maksimal biaya pendaftaran 

adalah Rp300.000 tergantung pada hak ciptanya.  
2) Luaran wajib KI berupa hak cipta yang dapat didaftarkan berupa alat 

peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni 
ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, arsitektur, seni batik, 
metoda/ide.  
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3) Untuk luaran wajib KI berupa berupa paten sederhana maksimal biaya 
pendaftarannya adalah Rp750.000.  

4) Untuk luaran wajib KI berupa paten biasa maksimal biaya 
pendaftarannya adalah Rp3.450.000. 5) Untuk luaran wajib KI berupa 
desain industri biaya maksimal pendaftarannya adalah Rp300.000.  

5) Untuk luaran wajib KI berupa merek biaya maksimal pendaftarannya 
adalah Rp1.800.000.  

6) Pelaporan pada komponen penganggaran pendaftaran artikel ilmiah 
perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga processing/publication 
fee dengan menggunakan dana perguruan tinggi. 8) 
Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti 
pengurusan KI mengacu pada harga permohonan paten atau paten 
sederhana untuk lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah dengan 
harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik yang 
mengacu pada DJKI Kemenkumham https://www.dgjp.go.id.  

8) Komponen biaya luaran artikel ilmiah popular, mengacu pada biaya 
maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam 
pertanggungjawabannya. 

9) Komponen biaya luaran artikel media massa, mengacu pada biaya 
maksimal kewajaran yang dapat di buktikan dalam 
pertanggungjawabannya. 

10) Komponen biaya luaran video, mengacu pada biaya maksimal 
kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya.   

 
  

https://www.dgjp.go.id/
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BAB IV 
PELANGGARAN DAN SANKSI 

 
Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) wajib mematuhi 
seluruh ketentuan pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam Panduan 
Abdimas LPPM Universitas Trunodjoyo Madura (UTM). Pelanggaran terhadap 
ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 

1. Pelaksana Abdimas yang tidak memenuhi undangan kegiatan monitoring 
dan evaluasi (monev) yang diselenggarakan oleh LPPM UTM akan 
dikenakan sanksi berupa penundaan atau tidak dilakukannya pencairan 
dana tahap akhir sebesar 30%. 

2. Pelaksana Abdimas yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dapat dikenakan sanksi berupa: 

o penghentian pendanaan program; 

o kewajiban pengembalian seluruh dana yang telah diterima; 
dan/atau 

o sanksi lain sesuai rekomendasi reviewer. 

3. Apabila pelaksanaan Abdimas dihentikan sebelum masa pelaksanaan 
berakhir akibat kelalaian pelaksana, terbukti menerima pendanaan ganda, 
atau mengusulkan kembali program yang telah didanai sebelumnya, maka: 

o ketua pelaksana tidak diperkenankan mengajukan usulan Abdimas 
dengan sumber pendanaan LPPM UTM selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut; dan 

o diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke kas 
negara sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. Pelaksana Abdimas yang tidak mengunggah luaran wajib sesuai waktu 
yang ditetapkan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengajukan 
usulan baru selama 1 (satu) periode pengusulan, namun tetap wajib 
memenuhi luaran yang dijanjikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah 
periode usulan berakhir. 

5. Apabila setelah batas waktu tersebut pelaksana tetap tidak memenuhi 
luaran wajib, maka dikenakan sanksi berupa pengembalian dana 
pendanaan secara keseluruhan atau sebesar 30%, sesuai hasil evaluasi 
LPPM UTM. 
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6. Pelaksana Abdimas yang luaran kegiatannya dinyatakan tidak valid wajib 
memperbaiki hingga dinyatakan valid. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun 
luaran tetap tidak valid, maka pelaksana dikenakan sanksi tidak 
diperkenankan mengajukan usulan Abdimas selama 2 (dua) tahun, dan 
selama status luaran masih dinyatakan tidak valid. 

7. Pelaksana Abdimas yang tidak mengikuti seminar hasil yang 
diselenggarakan oleh LPPM UTM dikenakan sanksi berupa pengembalian 
dana sebesar 30% dari total pendanaan. 

8. Pelaksana yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan 
kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang berpotensi merugikan 
negara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

9. Apabila pelaksana tidak menindaklanjuti peringatan atau teguran tertulis 
dari LPPM UTM atas kelalaian atau kesalahan pelaksanaan kegiatan, maka 
LPPM UTM dapat meminta bantuan Satuan Pengawas Internal (SPI) UTM 
atau institusi berwenang lainnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

10. Reviewer internal yang ditugaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi 
maupun penilaian akhir wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan 
mengunggah hasil penilaian pada sistem SIMPELMAS UTM. Ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada pemberian sanksi 
administratif sesuai kebijakan LPPM UTM. 
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BAB V 
TAHAPAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 
Trunodjoyo Madura (UTM) melaksanakan fungsi fasilitasi, pemantauan, evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam 
rangka pelaksanaan fungsi tersebut, tahapan pengelolaan Program Pengabdian 
kepada Masyarakat (Abdimas) dilaksanakan sebagai berikut. 

A. Tahap Pengumuman 

Siklus pengelolaan program Abdimas diawali dengan pengumuman penerimaan 
usulan oleh LPPM UTM melalui laman SIMPELMAS UTM. Pengumuman tersebut 
dilengkapi dengan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
yang dapat diakses melalui laman resmi LPPM UTM. 

 

B. Tahap Pengusulan 

Tahap pengusulan proposal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Setiap dosen wajib memiliki akun SIMPELMAS UTM berupa username dan 

password. 
2. Dosen yang memiliki NIDN dan akun aktif SIMPELMAS UTM dapat mengajukan 

proposal Abdimas. 
3. Pengusul wajib melengkapi identitas tim pelaksana serta dokumen 

proposal melalui laman SIMPELMAS UTM.  
4. Proposal disusun sesuai dengan template dan Skema Pengabdian yang 

disediakan LPPM UTM. 
 

C. Tahap Seleksi 

Seluruh proposal yang diunggah pada SIMPELMAS UTM akan diseleksi oleh reviewer 
internal yang ditetapkan oleh LPPM UTM. 

Tahapan seleksi meliputi: 

a. Seleksi Administrasi 
Dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian format penulisan proposal serta 
kelengkapan dokumen sesuai panduan. Proposal yang lolos seleksi 
administrasi berhak mengikuti seleksi substansi. 

b. Seleksi Substansi 
Meliputi penilaian kelayakan isi proposal dan kesesuaian Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) berdasarkan kriteria pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat. 
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Indikator penilaian administrasi dan substansi sebaimana tabel berikut :  
a. Indikator Penilaian Administrasi Proposal PkM 

No 
Komponen 

Administrasi 
Indikator Penilaian Penilaian 

1 Kelengkapan 
Dokumen 

Proposal sesuai 
template/pedoman 

☐ Lengkap 

☐ Tidak Lengkap 
2 Identitas Pengusul Data ketua & anggota 

lengkap (NIDN/NIDK, afiliasi) 
☐ Sesuai 

☐ Tidak Sesuai 
3 Surat Pernyataan Surat mitra & pernyataan 

orisinalitas tersedia 
☐ Sesuai 

☐ Tidak Sesuai 
4 Kesesuaian Skema Proposal sesuai skema 

hibah yang dipilih 
☐ Sesuai 

☐ Tidak Sesuai 
5 Format Penulisan Sistematika, font, spasi, 

jumlah halaman sesuai 
☐ Sesuai 

☐ Tidak Sesuai 
6 RAB (Anggaran) Rincian biaya lengkap dan 

rasional 
☐ Sesuai 

☐ Tidak Sesuai 
7 Jadwal Kegiatan Timeline kegiatan jelas dan 

realistis 
☐ Sesuai 

☐ Tidak Sesuai 
8 Luaran Wajib Luaran sesuai ketentuan 

program 
☐ Sesuai 

☐ Tidak Sesuai 
 

b. Indikator Penilaian Substansi Proposal PkM 

No 
Komponen 
Substansi 

Indikator Penilaian 
Bobot 

(%) 
1 Analisis Situasi Permasalahan mitra jelas, berbasis data 10 
2 Relevansi 

Program 
Kesesuaian solusi dengan kebutuhan 
masyarakat 

15 

3 Tujuan Kegiatan Tujuan spesifik, terukur, dan realistis 10 
4 Metode 

Pelaksanaan 
Metode aplikatif, inovatif, dan partisipatif 15 

5 Keterlibatan Mitra Peran aktif mitra dalam kegiatan 10 
6 Inovasi & IPTEK Penerapan ilmu pengetahuan/teknologi 

tepat guna 
10 

7 Dampak & 
Keberlanjutan 

Potensi keberlanjutan program setelah 
selesai 

10 

8 Luaran 
Pengabdian 

Produk, publikasi, HKI, atau peningkatan 
kapasitas 

10 

9 Kompetensi Tim Keahlian tim sesuai bidang pengabdian 5 
10 Evaluasi & 

Monitoring 
Mekanisme evaluasi kegiatan jelas 5 

Total Substansi: 100% 
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c. Kategori Hasil Penilaian 

Nilai Akhir Kategori 
85 – 100 Sangat Layak Didanai 
70 – 84 Layak Didanai 
55 – 69 Perlu Revisi 
< 55 Tidak Layak 

 
D. Tahap Penetapan 

Penetapan proposal yang didanai dilakukan dengan ketentuan: 
1. LPPM UTM menetapkan proposal yang layak didanai berdasarkan hasil 

seleksi. 
2. Besaran pendanaan ditentukan oleh LPPM UTM dengan 

mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran. 
3. Hasil penetapan diumumkan melalui laman SIMPELMAS UTM. 

 

E. Tahap Pelaksanaan 

Setelah penetapan penerima pendanaan: 

1. LPPM UTM menginformasikan proses penandatanganan kontrak 
pendanaan melalui SIMPELMAS UTM. 

2. Kontrak Abdimas sekurang-kurangnya memuat: para pihak 
penandatangan; ruang lingkup kegiatan; besaran dan mekanisme 
pencairan dana; masa pelaksanaan; target luaran; hak dan kewajiban; 
pelaporan; monitoring dan evaluasi; perubahan tim/substansi; perpajakan; 
kekayaan intelektual; keadaan kahar (force majeure); sanksi; dan 
penyelesaian sengketa. 

3. Pelaksana wajib melakukan revisi RAB sesuai dana yang disetujui dalam 
kontrak. 

4. Pencairan dana dilakukan dalam dua tahap: 
• Tahap I sebesar 70%; 
• Tahap II sebesar 30%. 

5. Pencairan tahap I dilakukan setelah diterbitkannya SK Kuasa Pengguna 
Anggaran UTM. 

 

F. Tahap Pelaporan Kemajuan 

Pelaporan kemajuan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
sebesar 70% sebagai syarat pencairan dana tahap II. 
Ketua pelaksana wajib: 

• mengunggah laporan kemajuan;  
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• melaporkan capaian luaran sementara;  
• mengisi logbook kegiatan; 
• melaporkan penggunaan anggaran 70%; 
• mengunggah BAST (jika terdapat aset); 
• mengunggah presentasi kegiatan; 
• mengunggah video kegiatan; 
• dokumen pendukung lainnya melalui SIMPELMAS UTM; 
• dokumen laporan kemajuan disesuaikan dengan template yang disediakan 

LPPM UTM. 
 

G. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPM UTM dengan ketentuan: 
1. Dilaksanakan oleh minimal 2 reviewer internal. 
2. Monev dilakukan secara luring melalui kunjungan lokasi kegiatan. 
3. Reviewer menilai: 

• tingkat kemajuan kegiatan; 
• capaian luaran; 
• kesesuaian penggunaan anggaran; 
• rekomendasi keberlanjutan program. 

Hasil monev menjadi dasar kebijakan LPPM UTM, termasuk pencairan dana tahap 
II (30%). 
 

H. Tahap Pelaporan Akhir 

Pelaporan akhir merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100% 
pada akhir masa pendanaan. 
Ketua pelaksana wajib: 

• mengunggah laporan akhir; 
• melaporkan seluruh luaran kegiatan; 
• mengunggah penggunaan anggaran 100%; 
• mengisi logbook; 
• mengunggah presentasi akhir; 
• mengunggah video kegiatan; 
• mengunggah BAST (jika ada aset); 
• mengunggah SPTJM; 
• mengunggah indikator capaian luaran melalui SIMPELMAS UTM; 
• dokumen laporan akhir disesuaikan dengan template yang disediakan LPPM 

UTM 
 



 

 25 

I. Tahap Seminar Hasil dan Penilaian Akhir 

Tahap ini merupakan penilaian ketercapaian hasil pelaksanaan program 
Abdimas. 
Ketentuan pelaksanaan: 

1. Pelaksana wajib mengikuti seminar hasil.  
2. Penilaian dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk LPPM UTM. 
3. Penilaian mencakup: 

• tingkat keberhasilan program; 
• capaian luaran; 
• kesesuaian penggunaan anggaran. 

4. Hasil penilaian menjadi dasar kebijakan lanjutan program Abdimas. 
 

J. Tahap Validasi Luaran 

Validasi luaran dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk LPPM UTM untuk memastikan 
kesesuaian antara luaran wajib, luaran dijanjikan, dan penggunaan anggaran. 

1. Status luaran dinyatakan valid atau tidak valid. 
2. Seluruh pelaksana wajib memperoleh status valid maksimal 1 (satu) tahun 

setelah periode pendanaan. 
3. Apabila hingga batas waktu tersebut luaran dan penggunaan anggaran 

belum valid, maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunodjoyo 

Madura Edisi Tahun 2026 disusun melalui proses pengkajian, benchmarking, serta 
diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Universitas 
Trunodjoyo Madura. Penyusunan panduan ini merupakan bentuk penyempurnaan 
berkelanjutan dari edisi sebelumnya dengan menyesuaikan perkembangan 
kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 
serta integrasi pelaksanaan program Pembelajaran di Luar Program Studi. 

Buku panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program 
Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Trunodjoyo Madura 
melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UTM. 
Panduan ini digunakan oleh dosen sebagai pelaksana kegiatan, sekaligus menjadi 
pedoman bagi reviewer dalam melaksanakan proses seleksi, monitoring dan 
evaluasi, hingga penilaian pelaporan akhir kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

Melalui penerapan panduan ini, diharapkan penyelenggaraan program 
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Trunodjoyo Madura 
dapat terlaksana secara terarah, transparan, akuntabel, dan efektif, serta mampu 
menghasilkan luaran yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan penguatan kinerja kelembagaan perguruan tinggi. 

Pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat pada edisi ini juga 
telah memanfaatkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi melalui 
SIMPELMAS UTM, mulai dari tahap pengusulan, seleksi, pelaksanaan, hingga 
pelaporan kegiatan, guna mewujudkan tata kelola pengabdian kepada 
masyarakat yang modern, efisien, dan berorientasi pada mutu. 

Tim penyusun telah berupaya secara maksimal dalam menyempurnakan 
Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunodjoyo Madura 
Tahun 2026 ini. Namun demikian, kritik dan saran yang konstruktif tetap diharapkan 
sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. 

Akhirnya, besar harapan kami agar buku panduan ini dapat menjadi 
pedoman yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat serta memperkuat kontribusi Universitas 
Trunodjoyo Madura dalam pembangunan masyarakat dan kemajuan bangsa. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Daftar Desa Binaan  
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Lampiran 2. Format Proposal, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Pengabdian 
Kepada Masyarakat  
 
Secara umum dokumen proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir 
pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai 
dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan 
menggunakan aturan sitasi. Seluruh format proposal masing-mas ing skema 
penelitian dapat diunduh pada laman https://lppm.trunojoyo.ac.id/. 
Catatan: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan 
sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi 
template atau penghapusan di setiap bagian. 
 

No Format Isi Template Tautan Dokumen 

1 Proposal 
Pengabdian 

1. Halaman Sampul 
2. Halaman Identitas 

dan Lembar 
Pengesahan 

3. Isian Substansi 
Proposal 

4. Surat Pernyataan 
Orisinilitas 

5. Surat Pernyataan 
Mahasiswa 

https://s.id/ProposalTemp-
PengabdianUTM  

2 Laporan 
Kemajuan 

1. Halaman Sampul 
2. Halaman Identitas 

dan Lembar 
Pengesahan 

3. Isian Substansi 
Laporan Kemajuan 

https://s.id/L-KemajuanTemp-
PengabdianUTM  

3 Laporan Akhir 1. Halaman Sampul 
2. Halaman Identitas 

dan Lembar 
Pengesahan 

3. Isian Substansi 
Laporan Akhir 

4. Template BAST 
5. Template  
6. SPTJM 

https://s.id/L-AkhirTemp-
PengabdianUTM  

 
 
 

https://s.id/ProposalTemp-PengabdianUTM
https://s.id/ProposalTemp-PengabdianUTM
https://s.id/L-KemajuanTemp-PengabdianUTM
https://s.id/L-KemajuanTemp-PengabdianUTM
https://s.id/L-AkhirTemp-PengabdianUTM
https://s.id/L-AkhirTemp-PengabdianUTM
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A1. Format Halaman Identitas dan Lembar Pengesahan Proposal  
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A2. Format Isian Substansi Pengabdian Skema Kemitraan Trunodjoyo Mandiri 
(KTM), Skema Trunodjoyo Mengabdi untuk Negeri (TMN), Trunodjoyo 
International Community Service Scheme (TICS). 
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A3. Format Isian Substansi Pengabdian Skema Desa Binaan Trunodjoyo (DBT). 
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 45 



 

 46 
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 48 

B1. Format Halaman Identitas dan Lembar Pengesahan Laporan Kemajuan 

 



 

 49 



 

 50 
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B2. Format Isian Laporan Kemajuan  
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C1. Format Halaman Identitas dan Lembar Pengesahan Laporan Akhir 

 



 

 55 
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C2. Format Isian Laporan Akhir 
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